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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PIRATURAN DAERAIL KABUPATEN KUDU
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

VIRAS

BUPATI KUDUS,

hahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang NomOT
34 Tahun 2000 fentang pernhahan Atas lindang-undang
Nomar 18 Tahun 1997 tentang Pajak DNaerah dan Retribusi
Naerah. Pajak parkir merunpakan jenis pajak Kabupaten ;

hahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengenda-
lian terhadap msabha penyelenggaraan parkir d4i 1luar
hadan jalan serta guna pelaksanaan pemungutan pajaknya,
maka perlu untuk mengatur nhyek pajak parkir dimaksud

hahwa sehnhnngan dengan maksnd tersebhut huruf a dan b
di atas. perln ditetapkan dengan peraturan Daerah.

IIndang-nundang Nomar 13 Tahun 1050 tentang Pemhentukan
Naerah-daerah Kahupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Tengah

IIndang-nndang NomoT £ Tahun 1981 fentang Hukum Acara
Pidana (lemharan Negara Tahun 1081 Namor 76, Tambahan
{embaran Negara Nomor 32061

Umdang-undany Namar A Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tatacara Perpajakan {Temharan NegaTa Tahun 1983
Nomor 49, Tamhahan Tembharan Negata Nomor 3262), seba-
gaimana dinhah dengan lindang-undang Nomar 16 Tahun 2000
{(T.emharan Negara Tahun 2000 Namot 126, Tambahan Lemhar-

an Negara Nomor 1GR4)

lindang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Radan Penye -
lesajan Sengketa Pajak (Lemharan Negara Tahun 1997
Namor 40. Tamhahan Tembharan Negara Nomor 364R)

lindang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retrihusi Daerah {iLemhatan Negara Tahun 1987 Nonmor
41, Tamhahan lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana
dinhah dengan Uindang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lem-
haran Negara Tahun 2000 Nomoar 246, Tmbahan Lembaran

Negara Nomor 404R)
6. Undang-undang ... ..



6. Undang-nndang Namor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42. Tamhahan lLemharan Negara Nomor 3686), seba
gaimana diubah dengan Undang-undang NomoTt 19 Tahun 2000
(T emharan Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan lL.embar-

an Negara Nomor 3987) ;

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

7. Undang-undang Nomor
Tambahan

Naerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,
J.emharan Negara Nomor 3£839) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelak-
canaan Kitah Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembatan
Negara Tahun 1683 Nomor 36, Tambahan Lemharan Negara

Nomor 13258)

g, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Naerah Otanom (l.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembavan Negara Nomor 3952)

10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Naerah {(lemharan Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan

Temharan Negara Nomor 413R)

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penvusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan lndang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 ten -
tang Penyvidik Pegawai Negeri Sipil di.Lingkungan
Pemerintah DNaerah

13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun
1684 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993
tentang Fasilitas Parkit Umum

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tatacara Pungutan Pajak Daerah ;

16 Kepntusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

17. Keputusan Menteri DNalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retrihusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lLain-lain ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kudus
Namar 10 Tahun 1987 tentang Penvidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
7T Kndus (lLemharan Daerah Kahupaten Daerah Tingkat 11
¥udus Tahun 1988 Nomor 4).

Memperhatikan @ Keputunsan Tewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kudus tanggal & Juli 2002 Nomor 172/26/2002 tentang
Persetnjuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus tentang Pajak Parkir untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah

Dengan .....
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Menetapkan @ PFRATURAN DAFRAH KARUPATEN KUNUS TENTANG PAJAK PARKTR.

RAR T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nalam Peratnran Naerah ini Vang dimaksud dengan

Naerah adalah Kahupaten Kudus
adalah

—-—

pemerintah Kabupaten

7 Pemerintah Kahupaten

Kindus

hang o
1. Rupati adalah Rupati Kudus
: 4. Kas Naerah adalah Kas Daerah Kahupaten Kudus ;
5. Instansi yang ditunjuk adalah Radan / Dinas / Kantor /
Ragian di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus YAang
ditunink ofeh Rupati sebagai pelaksana atas Peraturan
Naetrah ini
6. Kepala Tnstansi yang ditunjnk adalah Kepala Radan /
ninas / Kantar / Ragian di Lingkungan Pemerintah
Kahupaten Kudus vang ditunjuk oleh Bupati dan diserahi
ing tngas serta tapggung jawab atas pelaksanaan Peraturan
Naerah ini

7. Pajak Parkir adalah pajak vang dikenakan atas penye-
lenggaraan tempat parkir di luar hadan jalan oleh
arang pribadi atan hadan, haik yang disediakan berkai-

disediakan sebagai

tan dengan pokok usaha maupun vang
tempat penitipan

termasuk penyvediaan

suatn usaha.
garasi kendaraan bermotor

kendaraan hermotor dan

a0 vang memingut bayaran :
& Pengnusaha Parkir adalah orang pribadi atau badan yang

parkir di luar badan jalan,

menvelenggarakan tempat
termasunk tempat penitipan kendaraan bermotor, dan
garasi kendaraan hermotor dengan memungut bayaran ;

adalah menghentikan atan menarnh kendaraan

9. Parkir
vang sudah disediakan :

nntuk heherapa saat di tempat
vang dapat hergerak di

10. Kendaraan adalah suatu alat
kendaraan hermotor atau

jalan, vang terdiri dari
kendaraan tidak hermotor

adalah sekumpulan oarang dan / atau modal yvang
merupakan kesatunan baik yang melakukan usaha |nabpu5
vang tidak melakukan usaha meliputi perseroan fter -
hatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Radan
llsaha Milik Negara atan Daerah dengan nama dan dalam
hentuk apapnn, firma, kongsi, koperasi. vayasan,
lemhaga, hentuk nsaha tetap, dan bentuk usaha lainnya;

11. RBRadan
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17in Usaha Parkir adalah izin vang ditetapkan oleh

Bupati untuk mendirikan / menyelﬂ”ggﬂf”k"" Tempal

Titipan Kendaraan hermotor, yvang meliputi 17in lisaha
arkir Insidentil

parkir Tetap dan Tzin iisaha P
diberikan

jzin yang
selama

l7in feaha Parkiv Tefap adalah
jangka waktu

/
kepada Pengusaha parkir untuk
nsaha masih herjalan

insidentil adalah izin yang diberi-
a Parkir untuk jangka waktu terten-

an herlangsung

[7in lisaha PartkiT

kan kepada Pengusah
tn selama kegiatan/peraya
n Pajak Daerah, yang selanjutnya Q%—

oleh Wwajib

ltah surat yang digunakan
dan pembayaran

kan perhitungan
peraturan perundang-

Surat Pemheritahua
singkat SPTPD ada
Pajak untuk melapor
pajak yang terntang mennrut
nndangan perpajakan daerah ;
taran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
surat yang digunakan nleh Wajib Pajak

bayaran atau penyetoran pajak yang
ah atau tempat lain yang ditetap-

Suraft Se
SSPN adalah
untuk melakukan pem

terntang ke Kas Daer
kan aleh Rnpnri :

qurat Ketetapan pajak Daerah, yang selanjutnya di -
gkPnN adalah suraf ketetapan yang menentukan
jumiah pajak terutang

aerah Kurang Bayar, yang selan-
surat ketetapan yang
erutang, jumlah

singkat
hesarnyVva

Surat Ketetapan Pajak D
disingkat SKPDKR adalah

Jjutnya

menentnkan hesarnya jumlah pajak yang t

kredit pajak, jumiah kekurangan pembayaran pokok
pajak, hesarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang

masih harus dibayar
naerah Kurang Bayar Tambahan,

t SKPDKRT adalah surat kete-

Qurat Ketetapan Pajak
jumlah pajak yang

utnya disingka

vang selan]
menentukan tamhahan atas

rapan yang
telah ditetapkan

rah Lebih Bayvar. yang selan-
ketetapan yang
k karena

shrat Ketetapan Pajak Dae
jutnya disingkat SKPDLR adalah surat
menentukan jumiah kelehihan pembayaran paja

lehih hesar dari pajak yang ter

jumlah kredift pajak
itang Aatran tidak seharusnya teruntang

Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
h surat ketetapan yang menentukan
arnya dengan jumlah
ang dan tidak ada

Snrat Ketetapan
disingkat SKPDN adala
jumlah pajak vang terutang sama hes
kredit pajak, atan pajak tidak teruf
kredit pajak ;
surat Tagihan Pajak Naerah, yang selanjutnya disingkat

untuk melakukan tagihan pajak dan

STPN adalah suraf
atan sanksi administrasi herupa hunga dan atan denda.

RAR TT
PERTZTNAN
Pasal 2

Setiap orang prihadi atan hadan yang menyelenggarakan
nsaha parkir di Daerah harus mengajukan permohonan

izin kepada Rupafti.
(7)) Permohonan



() Per ‘o o
k*'m”“ﬂﬂﬁn i7in sehagaimana dimaksud ayat (1). diajn-
(an secara tertulis kepada Bupati atan Kepala Tnstansi
vang ditunjnk dengan dilampiri :

fotocopv Kartun Tanda Penduduk
hadan hukum :

A

h. fatocopy akte pendirian hagi

c. fotocopy sertifikat atau surat pernyataan/persetu;g
at, jika tanah/tempat yAang di-

an pemilik tanah/temp
ik pengusaha parkir ; ’
kan sehagal

pergunskan bhukan mili
gamhar denah tanah/tempat yang diperguna
tempat parkir ;

e fatacapy keputusan perizinan yang herka

pendirian nsaha.

itan dengan

(2)

Tatacara permohanan i7zin sehagaimana dimaksnd ayaft

(1)
diatur lehih lanjut oleh Rupati
Pasal 3
(1) Tzin sehagaimana dimaksnd Pasal 2 ayat (1), meliputi:
a_  T7in llsaha Parkir Tetap ;
h. 1zin llsaha Parkir ITnsidentil.
{?) 1zin lsaha Parkir sehagaimana dimaksud ayat (1) dite-
tapkan dengan Keputusan Rupati dan diberikan atas nama

Pengusaha Parkir.
} Petikan Keputusan Rupati diherikan kepada Pengnsaha
parkir melalui Tnstansi yang ditunjuk.

fzin llsaha Parkir Tetap sehagaimana dimaksud ayat (1)
diherikan selama usaha tersebut masih menja-
ahanva dan setiap § (lima) tahun sekali wajib

-J

I

hurnf a

fankan us
me laksanakan daftar vlang.
f7in Usaha Parkir Tnsidentil sehagaimana dimaksnd ayat

ama kegiatan / perayaan

{i) huruf b diherikan sel

herlangsung.

41
Seee

Pasal 4

Pemegang Tzin wajib
melaporkan kegiatan dan perkemhangan usahanya setiap 6
kepada Rupati atau Instansi vang

{enam) hulan sekali

ditnnjink
menga jukan permohonan izin baru, apabila :

h:.
1) pindah tempat usaha
2) terjadi peralihan hak/kepemilihan nsaha
3) terjadi perlnasan tempat usaha.

Pasal 5

17in llsaha Parkir dapat dicabut, apahila

4. atas permintaan pemegang izin
h  memalsnkan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu
usahanva selama 12

menga jiikan permohonan izin

¢. pengusaha helum menjalankan kegiatan
{dna heias) hulan herturnt-turnt terhitung sejak di

terhitkannya izin :

tidak mengindahkan peringatan yang diberikan dan tidak

melaksanakan kewajiban sehagaimana tercantum dalam

ji7zin:

L L e W



¢

® melakukan tindakan bhajk secara langsung manpun
tidak langsung sehingga menimbulkan gangguan ter -
hadap ketertihan umnm dan atau melanggar peraturan
perundang-undangan vang herlaku ;

f. meiakukan peruhahan pemegang izin tanpa persetujuan

pemheri izin ;

melakukan peruhahan lokasi dan perluasan nsaha tanpa

persetrujuan pemheri izin ;

h. tidak menyampaikan laporan atan memberikan laporan
palsn tentang kegiatan dan perkembangan usahanya.

(€51

RAR 117
NAMA, ORYFK, DAN SURYEK PAJAK
Pasal 6

{1) Nama pajak adalah Pajak Parkir.

(?) Nengan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), dipunguF
pajak atas setiap pelayanan penyelenggaraan parkir di
luar hadan jalan.

Pasal 7

Ohyek Pajak adalah setiap pelavanan yang disediakan

dengan pembayaran di tempat parkir di Juar badan jalan

oleh arang prihadi atau hadan, termasuk

a.  tempat penitipan kendaraan hermotor ;
h. garasi kendaraan hermotor.

Pasal R
{1} Subyvek Pajak adalah orang pribadi atau bhadan yang
melaksanakan pembayaran atas pelavanan penyeleng-
garaan tempat parkir di luar badan jalan.
{2} Wajih Pajak adalah pengusaha patkir.
RAR TV
NASAR PENGENAAN. TARIF DAN PERHITINGAN PATAK

Pasal 9

Nasar pengenaan pajak Aadalah jumlah pembayaran yang di -
peraleh pengusaha parkir.

Pasal 10
Tarif pajak ditetapkan sehesar 20 % (dua puluh persen).
Pasal 11

Resarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.

RAR V
WILAYAH PEMIINGIITAN
Pasal 12
Wilayah pemungutan pajak adalah Daerah Kabupaten Kudus.

RAR V1 ... ..




RAR vy

MASA, SAAT p

SURAT PEMRRRT ATAK TERUTANG DAN

TAHUAN PATAK DARRAH

Pasal 13
|4, : .
nj%a DRJQk adal
difPTapka v
qehﬁgﬂ}

.

N oleh mh Jangka waktn tertentu yang lamanya

dasar nnrJPAf' atau Kepala Tnstansi yang ditunjuk
uk menghitung hesarnya pajak terutang.

Pasal 14

Pajak ter
. 'ntang dalam masa pajak terjadi saat pelayanan di

fem i ;
PAt parkir di luar badan jalan.
Pasal 15§
(1) Setiap wajih Pajak mengisi SPTPD.

{?) SPTPD sebhagaimana dimaksud  ayat (1) harus diisi
dengan jelas, bhenar dan lengkap serta ditandatangani
oleh Wajib Pajak atan kuasanya.

{3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampai -
kan kepada Rupati atan Kepala Tnstansi yang ditunjuk
selamhat-lamhatnya 15 (lima belas) hari setelah ber -
akhirtnva masa pajak.

{4) Rentuk, isi dan tatacara pengisian SPTPD diatur
lehih lanjut oleh Bupati.

RAR VIT
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 16

(1) Rerdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 15,
Rupafti atau Kepala Tnstansi yang ditunjuk menetapkan
pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(7) Apahila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atan
kurang dihayar setelah lewat waktu paling lama 30
(tiga pnluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan

sanksi administrasi hervupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) perhnlan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 17

(1) Wajih Pajak membayar sendiri, SPTPD sg¢bagaimana di -
maksud Pasal 15 ayat (1), digunakan untuk menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terutang.

(7} Nalam jangka waktn 5 (lima) tahun saat terutangnya
pajak, Bupati atau Kepala Tnstansi yang ditunjuk
dapat menerhitkan

a. SKPDKR ;
h. SKPNKRT
c. SKPDN

(1) SKPDKR
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SKPON cehagaimana {2) huruf © diterhit-
ﬁﬁn xnnhilz jumlah pals ng terutang sama hesarnya
dengﬁ; ymﬂaﬁ kredif ] aran pﬂjﬁk tidak terutang
gan tidak ada kredit pajak.
memhayart pajak terutrang dalam
cehagaimana dimaksud avat (2)
tidak sepepuhnya dibhayar
telah ditentukan, ditagih
ditambah dengan sanksi
(dua persen) perT hulan.

nana dimaksnd
ajak apabila

(5)

kewajibhan
SKPNKRT
tidak atan

daiam jangka waktu vang
dengan menerhitxan STPD

adminiﬂrraqi herupa hunga 2%

P

pajak terntang sebagair

(7) penamhahan jumlah
ayat (4) tidak dikenakan pada wajib P
me laparkan cendiri sehelum dikenakan t indakan peme =
riksaan. )
paR  VIITT

PIMRAYARAN PATAK

pasal 18

di Kas Daerah atau tempat

atan Kepala Instansi
SPTPD,

dilakukan

aleh Rupati
vang ditentukan dalam

darnt STPD.

(1) Pemhayaran pajak
lain yang ditunjuk
ditunjuk sesuai

yang
SKPDKR, SKPNKRT,

SKPT.
(?) Apabila



(4)

(5}
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1)
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(3
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i * Pemhg
ay «
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AR Nagpgn 1457 | pener ! 3£ukan ditempat lain yang
Wakty o ah *Plamhqr-cmlmﬂﬁn Pajak harus disetor ke
Yang i¢ At-Tambatnva 1 X 24 jam atau dalam
entnkan ol &k ﬁU)nfj’ a4 ) Hls
Pem) I

, ‘H.\larﬂ”

\?) dilnk”k (1) dan

pﬁ‘a . ;
anJ]k- Sehagaimana  dimaksud ayat
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 19

Pemha vy
AVAT : ; '
yaran pajak dilakukan secara tunai/lunas.

Ri i . .
mP‘%?Tl. atau Kepala Instansi yang ditunjuk dapat
mherikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
rtentu,

m TG :
engangsur pajak terutang dalam kurun waktu te
Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsnran pemhayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat
{?) harns dilaknkan secara teratur dan bherturut-turut
dengan dikenakan hunga sebesar 2 % (dvna persen)

perhulan dari jumlah pajak yang helum atau kurang

dihavar

a Tnstansi vang ditunjuk dapat mem
da Wajib Pajak untuk menunda
hatas waktn yang ditentukan
ditentukan dengan

Rupati atan Kepal
herikan persetnjuan kKepa
pemhayaran pajak sampai

setelah memenuhi persyaratan yang
dikenakan bunga 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah
pajak yvang helum atau kurang dihayar.

pem -

nntuk dapat mengangsur dan menunda
an angsuran dan penun-
(2) dan (4), diatur

Persyaratan
havaran sevta ftafacara pembayar
daan sehagaimana dimaksnd ayat

1ehih lanjut aleh Rupati.
Pasal 20

ajak sebagaimana dimaksud Pasal 19

Setiap pembayaran p
pembayaran dan dicatat dalam

diherikan tanda hukti
hukn penerimaan.

isi tanda bukti pembayaran, dan buku
dimaksud ayat (1),

Rentuk. jenis,

penerimaan pajak sehagaimana

diatur lehih lanjutr oleh Bupati.
RAR TX

PENAGTHAN PATAK

Pasal 21

surat peringatan atau surat lain vang
tindakan pelaksanaan penagihan
sejak saat jatuh

Siirat teguran,
cejenis sehagai awal
pajak dikelvarkan 7 {tujnh) hari

tempo pembhayaran.

Nalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
qurat feguran, surat peringatan atau surat lain yvang
sejenis, Wajih Pajak harus melunasi pajak yang ter -
uytang.

Surat teguran, surat peringatan atan suraf lain yvang
sejenis sehagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih

janjut aleh Rupati.
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(1) Apﬂhjga , Ajal 99
1 Im]
(]Tll e Rh :
n ;o DA 1A
dﬂiamagl dalam i;nik Yang masih harus dibayar tidak
Van SUTAL teguran. A waktu sebagaimana ditentukan
5Pn§ Selenis, 7nm32{ i peringatan atau surat lain
$AN SuTat pakes | pajak vang harus dihayar ditagib

——
S |

Rinat

HT[ ar .

* Aan . .

SUTAY paksa Kepala instansi yang ditunjuk menerhitkan

hari seiak segera setelah lewat 21 (duva puluh satv)
Jak tanggal surat teguran, surat peringatan

atan , ;
Al surat lain vang sejenis.

Pasal 24
dilunasi dalam

,l». = 3 .

:?;h;‘a pajak vang harus dihayar tidak ;
Jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemherlrahuan
Surat paksa, Rupati atan Kepala instansi yang ditunjuk
Segera menerhitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 24

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak helum juga
melunasi hutang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) harl
sejak tanggal pelaksanaan Qurat Perintah Melaksanakan
Penvitaan, Bupati ataw Kepala ITnstansi yang ditunjuk
mengajnkan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada

Kantar lLelang Negara.

pPasal 25

menetapkan hari, tanggal,
Juru Sita memheritahu-

jib Pajak.

lLelang Negara
lelang,

Setelah Kantor
Jis kepada Wa

jam dan fempat pelaksanaan
kan dengan Segera SeCcAard tertu

Pasal 26

isi formulir vang dipergunakan untuk
diatur lehih lanjut

jenis dan
akan

Rentuk,
penagihan pajak

pelaksanaan
oleh Rupati.
RAR X

PENGIIRANGAN, KTFRTNGANAN NAN PEMRBERASAN PAJAK

Pasal 27

Rupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk herdasarkan
permohanan Wajih Pajak dapaf memherikan pengurangan,
keringanan atau pemhehasan pajak.

(2} Tatacara pemherian keringanan, pengurangan atau pem -
hehasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur
iehih lanjut aleh Rupati.

(1}

,

RAR X7

PENGIRANGAN KETETAPAN DAN

PEMRETIILAN, PEMBATALAN,
SANKST ADMINTSTRASI

PENGHAPIUISAN  ATAIl PENGURANGAN
Pasal 28

(1) Rupati atau Kepala Instansi vang ditunjuk karend
jahatannya atan aftas permohonan Wajih Pajak dapat
a. membetulkan .....



—

(?) Permo

{4) Apa

(3)

—
-
R

=2

lam
o RT. STPD rang A4
SKPNKRT, STPD ¥ a1ahan

alahan tuli1s;,
per

A. memhetnlkan SKPD, SKPDKR
PPHPThiannyﬂ rerdgpaf kéq
:;;::E dan atau kekeliruan .

perundang-undangan perpajakan

memhatalkan atan mengurangkan retetapal pajak yang
tidak henar ; -
mengurangkan atan menghapuskan ganksl
herupa bunga, dends, renaikal e
terutang d;}am hal gﬂnkgi tergehllf k;:‘ x ¢
karena kekhilafan wajib pajak bu
ke<alahannya.

hanan mehﬁt”[ﬁﬁ. pemhnta!3N, ¢
tapan dan penghapus&n atau pepgvfﬁpg SABD sebag
nistrasi AfAas SKPN. SKPNKB; SRPnkB ajkén ‘
mana dimaksud avat (1] s $
tulis n}eh Wa;th Pﬁ)ﬁk Tf&bgt—]ﬂmh&rnya
Instansi yang dgitrunjy P,
pulnh) hari seliak tanggal
SKPNKRT dan STPD dengan mMme
jetas.

paling

bagaima-
rikan

atan yang ditunjuk
(tiga) bu permnhonan se
‘end avat (2] diterima. sudah harus membe

) Rupati

Jama 3
na dimnksud

waktu ( n sebagaimar-
Rupati atav Kepala Instansi
an keputusan, permohnnan
angan ketetapanl dan
sanksi administrasi

Kepntuqﬂﬂ-

hila setelah lewat
(3),

dimaksud avat
tidak memhﬁrik
alan, pengur

pengurangan

na
vang ﬂffliﬂj”k

pemhetu]an.
penghapusan
dianggap dik

pemhat
atan
abulkan.

RAR XIT
KERFERATAN NDAN RANTDIING
Pasal 29
keberatan hanyva kepada

dapat mengajukan
ditunjuk atas suatu:

Wajih Pajak
Instansi yang

Rupat atau Kepala

SKPD
SKPDKA
SKPNKRT ;

d. SKPNDLB : atau
e. SKPION.

R

Permanhanan keherat .
. i ; P 5L an [ : ]
ey s yloi sehagaimana dimaksud ayat
sEliee Hans oA tertulis dalam bahasa yi \1};
SKPOKHT, SKPDLR (tiga) hulan sejak SKPD iptoEss
; - jib Pajak : Pajak
jangka waktu i : jak dapat m . y
= ( it enu
tu tidak dapat dipenuhi kgigﬁkai i
na keadaan

di luar kekuasannva

Bupati A&t

g LAl Kepals

jangka wakt pala Jnstansi

& u : ar 1 s

tanggal snrarﬁii;:% lama 12 (duﬁ %i];i]tnnJUk dalam

sud avat (2) djférqrnnan keherﬂtan'qébﬁs)'hU18ﬂ sejak
‘rima, sudah memheréfaggg]mana Hal-

’ Can keputusan



( ‘1 ‘ An .
41 Apahi ”
A setelah lewat waktu 12 (dua helas)

R&haga' . (
tustaper r dimaksud ayat (3)) Rupati ata
nﬂTmﬂh“ yang diftunjuk tidak memberikan Keputus
I onan keheratan dianggap dikabulkan.

dimaksud
jak.

aynt

(51 Pe

i 1) negs inan kol .

fi]H;l”A” keheratan sehagaimana
dak menunda kewajihan membayar DA

pasal 10
a padan

Wajih Pajak dapat menga jukan b o ]
. datam J7 " keheratal:

(1
Aaja
g va keputusﬂ

~—

Penvelesaian Sengketa P
(tiga) bulan setelah djteriman .
tida
) ¢ : d a at (1)
(?) Pengajuan handing Rehagalmann.d1mnksu y
menunda kewajihan memhayar pajak.
pasal 3! ]
imaksud pasal 2
Apahila pengajuan keheratan Rehngaamﬂxfgglmjn M abulkan
atan handi;g cehagaimana dimHFS”d ,emﬁayarﬂ" pajﬁk di -
<ehagian atan seluruhnys k?]eh’hsnhlﬁ a sehesarl % (dua
kemhalikan dengan‘difﬁmhﬂh }mhﬂ]ﬂ" 2 g(dua puluh empat
nersen) perhulan untuk paling JamAa
hulan.
RAR XTT11

PFNGFMBALTAN KFELERTHAN PEMBAYARAN PAJAK

pasal 132
-
3 v ok ermohonan pengemhﬂ]la
(1) Waliib pajak dapat mPngH:}Ukﬁﬂ P . . Patan Repnli
7 elehihan pemhayaran pajak kepada npa,d b 4
Instansi yang ditunjuk secara tertulis dan _
kan SPkﬁTﬁng—kHTﬂﬂgHYH
a. Nama dan alamat wajib pajak
h. Masa Pajak : '
~. Resarnya kelehihan pemhayAaran pajak
A Alasan yAang jelas.
(7) Rupati afau Kepala Iastansi yang ditunjuk da!am
jama 12 (duva helas) bhulan sejak
lian kelehihan pem=

jangka waktu paling
diterimanya permohonan pengemba

hayaran Pajak sehagaimana dimaksud ayat

memher ikan kepufrnsan
(1) Apahila jangka wakfu sehagaimana dimaksud ayat (2)
Ailampaui Rupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk
tidak memherikan kepuftusan, permahonan pengembalian
kelehihan pembayAaTAn pajak dianggap dikabulkan dan
QKPDLR harns diterhitkan dalam waktu paling lama 1

(satu) bhulan.

{1) harus

mempunyai ntang pajak lainnya,
ehagaimana dimaksud ayat

(4) Apahila Wajib Pajak
tnk melunasi terlebih

kelehihan pembayaran Pajak s
(3) langsung diperhitungkan un

dahmlu utang pajak dimaksud

) Pengemhﬂlian‘ke]ehihan pemhayaran pajak dilakuk
?f]am jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan Py

‘]Terbffkan"ya SKPDLR dengan menerbitkan surat el o

tah Memhavar Kelehihan Pajak (SPMKP) ¢ Surat Perin-



() An, . .
! Apahiia nengemhalian kelehihan pemhayaran Pajak di

‘ﬁk”ka“ setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
Titerhitkannya SkpniLR, Rupati atan Kepala Instansi
Yang ditunjuk memherikan imhalan herupa hunga 2 &
(dua persen) perhulan atas keterlambatan pemhayaran
kPlphihan pajak.

Pasal 33

ADabila kelehihan pemhayaran pajak dipethitungkan dengn?
Utang pajak lainnya, seﬁagﬂimana dimaksud Pasal 32, peE .
hayarannya dilaknkan dengan cara pemindﬂhhukuan dan huktt
pemindahhukuan juga herlaku sebagai bukti pembayaran.

RAR XTIV
KADATTIWARSA

Pasal 34

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa,

setelah melampaui § (lima) tahun terhi?png sgjak S?ﬂf
terntangnya pajak, kecuali apabila WHjth Pajak mela
kukan tindak pidana di hidang perpajakan daerah.

2} Kadaluwarsa penagihan Pajak sehagaimana dimaksnd ayat
(1) tertanpgguh apahila

a Diterhitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau

h. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung manpun tidak langsung.

atau Kepala Instansi yang ditunjuk menetapkan

{3) Bupati
o . g sudah

Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Naerah yan
kadaluwarsa sehagaimana dimaksnd ayat (1).

RAR XV

KETENTUAN PIDANA

~

Pasal 35

{1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampai -
kan SPTPN atan mengisi dengan tidak benmar atan tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan kenangan Daerah dapat dipidana
dengan pidana  kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
dan atauy denda paling bhanyvak 2 (dua) kali jumlah
pajak yang terutang.

{(7) Wajib Pajak yang karena dengan sengaja tidak menyam -
pajkan SPTPN atau mengisi dengan tidak benar atau
tidak lengkap atan melampirkan keterangan yang tidak
henar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di -
pidana dengan pidana knrungan paling lama 3 (tiga)
hulan dan atdqu denda paling hanvak 6 (enam) kali
jumliah pajak yang terutang.

Pasal 3R

Tindak pidana sehagaimana dimaksud Pasal 35 tidak di -
tuntnt setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
sejak saat terutangnya pajak atan herakhirnya Masa Pajak
atau herakhirnya BRagian Tahun Pajak atau berakhirnva
Tahun Pajak. )



(1)

RAR XV
PENYTNTKAN

Pasal 37

ngan pemerintah
penyidik
hidang

;;i]wl};mt-p‘“ga‘.””i Negeri Sipil di Iingkungan

n‘t Paten diheri wewenang khusus sebagal =
ntuk melakukan penyidikan tindak pidana di
terpajakan daerah. ]

WPwenang penyfr]1k gehagaimana dimﬂk.‘l”d dﬁ.lﬂm ﬂyﬂt (1)

Pasal ini adalah ;

A. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan herkenaan dengan tindak
aerah agar keterangan

pidana di hidang perpajakan D :
atau laparan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

mengumpu lkan keterangan
hadan tentang kebhe-
dilakukan sehubun=
kan Daerah terse-

h. menerima, mencari dan
mengenai oranyg prihadi atau
naran pprhunrnn—perhnﬂfan yang
gan dengan tindak pidana perpaja
hut ;

dan hahan bhukti dari orang

¢ meminta keterangan _
dengan tindak pidana

prihadi atau hadan sehubungan
di hidang perpajakan Naerah

catatan-catatan dan dokumen-

J. memeriksa buku-huku, :
dengan tindak pidana di

dokumen lain herkenaan
hidang perpajakan daerah

me laknkan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan

hukti tersebnt

hantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksa-

f_ meminta
tindak pidana di bidang

naan tugas penyidikan
perpajakan Naerah

menvurnh herhenti, melarang sesearang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
herlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen vang dihawa sebagaimana dimaksud huruf e

(U]

Aayat ini
memotret sesearang vang herkaitan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sehagai tersangka atau saksi ;i

i menghentikan penyidikan ;

k meiaknkqn ﬁindnkan lain yang perlu untuk kelancar-
an penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawahkan.

BAB XVIT .....



BAR  XVIIT
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38
H3‘~hal

Sepan j yang belum diatur dalam Peraturan e ebi
hjang mengenai

i g . an diatur
lanjut aleh Rigah, pelaksanaannya ak

pasal 39

lebih

ieraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang=
an.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pens

undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatann

Lembaran Naerah Kabupaten Kudus.

1 Navrnt

Disahkan di Kudus

BUPATI KUDUS,

e
Niundangkan di Kudus

pada tanggal 9 Juli 2002
SFEKRETARTS DAFRAH KABUPATEN KuDnuUs,
,kafz/zo
////‘“ -
HFRU SUDIATMOKO

L EMRARAN DAFRAH KARUPATEN KUDUIS TAHUN 2002 NOMOR 23

pada tanggal 8 Juli 2002

| peicton S
bae 'l 11 v * ) )
b L

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

ya dalam



PENJELASAN

ATAS

PERATHURAN DAFRAN KARUPATEN KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PARKIR

1. PENIFLASAN UMUIM.

omor 34
Rahwa herdasarkan Pasal 2 avat (2) Hndﬂng—u;dazﬁ‘ r; N
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Uﬂdﬂng_unﬂﬂﬂg. ?mparkir o
1967 tentang Pajak Naerah dan Retrihusi Daeral paja
masvnk jenis Pajak Kahupaten.
pajak parkir sehagali salah
pemhinaan, pengawaSr
raan parkir ai luart
pajaknya perlu

Rerkaitan dengan ditetapkannya )
satu jenis pajak Kabupaten, maka dalam rangka
an dan pengendaliﬁn terhadap nsaha penyelenggﬂ
hadan jalan serta guna pefaksnnann pemungntnn
mengnfn} ahvek pajaknya dalam Peraturan paerah.

\» _ »
3 _ . ; - ‘ i
peraturan Naerah tentang pajak Parkir sehagaimanA dimaksud
b h van mengatur tentang
atas tidak sama dengan Peraturan Naera yang g i PATEES i
petrihusi Parkir baik Peratiuran Daerah tentang REtr’~“§; > ekt
teni Jalan Unum maupun peraturan Daerah tentang Retribusi P
Khusus ParkiT. . i .
peraturan Naerah ini mengatur pengenaan pajak kepada orang pribadi
atau hadan yang menye\enggaraknn nsaha perparkiran.
Adapun materi pokak yang diatur dalam Peraturan Daerah
tersehnt adalah sehagai herikut
a. Nama. Ohyek dan Suhyek Pajak
h. Dasar Pengenaan dan Tavif Pajak
-~ Masa. Saat Pajak Terutang :
4. Perhitungan dan Penetapan Pajak ;
e Pemhetulan. Pemhatalan, Pengurangan Pajak j
£ Keheratan dan handing.
L4 Sehuh A e < c
Sehuhiungan dengan maksnd tersebnt. maka perlu mepyusun dan

menetapkan Peraturan Daerah fentang Pajak Parkir.
11. PENIFI ASAN PASAL NFEMT PASAL.

Pasal 1 s/d 130 Cukup jelas

TAMRAHAN TFMRARAN DAFRAH KARUPATEN KUNIS NOMOR L1



RAR  XVII
KETENTUAN PENUTOUP

Pasal IR

ini,

Hil-hal vang helum diatur dalam Peraturan Daerah :
lehi

sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
lanjut aleh Bupati,

Pasal 19

Peratnran NDaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan.

Agar setiap ovang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng
undanpan Peraturan Naerah ini dengan penempatannya dalam
| embaran Naevah Kabupaten Knduos

Nisahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002

RNPANT KUDUS,

MUHAMMATY AMTN MUN%.T AT

Dinundangkan di Kudus

pada tanggal

g Iuli 2007

SFKRETARTS NAFRAH KARIPATEN KUNIS.

/I,

N

Q

/! v

l

“HFRT SN TATMOKO

T FMRARAN DAFRAH KARUPATEN KINOS TAHUN 2002 NOMOR 23



RAB  XVII
KFTENTUAN PENUTUP
pasal 38

_ srah AN
Hal-hal vang helum diatur dalam pernrnr“”lﬁﬂzﬂf febih
sepanjang mengenai pelaksanaannyd akan diat
lanjut aleh Rupati
pPasal 39

) ] . tanpeal diundang-
Peraturan Daevah ini mulai berlaky pada tanggal o
kan

mrmerinrﬂhkan peng

N ~ » T 9 1 :l»
Agar setiap orang dapat me ngetahuiny: o dalam

] > mpatanny
undanean Peraturan Daerah inl dengan penempat y
Tembavran Naerah Kahupaten Kudus

NDisahkan di Kudus

pada tanegal 8 Juli 2002

RITPATT KUDIS,

by,

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Niundanekan di Kudus
! R
aada tanegal 9 Juli 200

SFKRFTARTS DAFRAH KARUPATEN KUDUS,
,\y 4 /O
A i
KFRU SUNIATMOKO

KARUPATEN KUNDUS TAHUN 2002 NOMOR 23

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.18
10:12:48 +07'00'
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